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Pendahuluan 
 
SEPANJANG LIMA TAHUN TERAKHIR, masyarakat Indonesia dihadapkan pada berbagai bencana 
besar, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir, longsor dan tentunya pandemi 
COVID-19. Bencana ini terjadi, tak lepas dari menurunnya kualitas lingkungan hidup dan 
kehutanan, tak hanya Indonesia, bahkan dunia. Rusaknya kondisi lingkungan dan hutan akibatkan 
krisis iklim yang membuat bumi tak lagi dalam keadaan baik-baik saja.  
 
Pandemi COVID-19 yang menyerang sejak 1 tahun terakhir sayangnya juga banyak menelan 
korban jiwa. Data dari www.covid19.go.id hingga 26 Mei 2021 tecatat ada 1.786.187 kasus 
terkonfirmasi di Indonesia. Dari jumlah tersebut 1.642.074 diantaranya dinyatakan sembuh dan 
49.627 orang dinyatakan meninggal dunia. Dari 34 provinsi di Indonesia, 10 daerah dengan jumlah 
kasus terbanyak diantaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan 
Timur, Sulawesi Selatan, Riau, Banten, Bali dan DI Yogyakarta. 
 
Beberapa riset membuktikan, munculnya wabah penyakit yang disebabkan virus ini erat 
kaitannya dengan kondisi lingkungan. Sebuah riset yang dipublikasi di jurnal Proceedings of Royal 
Society menyebut aktivitas manusia berupa perburuan ilegal (eksploitasi) satwa liar dan 
perusakan habitat alami (keanekaragaman hayati) adalah faktor yang mendasari berlimpahnya 
penyakit menular atau zoonosis. Zoonosis merupakan wabah yang disebabkan oleh penularan 
virus hewan liar ke manusia. 
 
Studi ini menemukan: 70 persen penyakit manusia adalah zoonosis seperti wabah virus korona 
alias Covid-19, 140 virus telah ditularkan dari hewan ke manusia dan hewan tersebut masuk dalam 
ÄÁÆÔÁÒ -ÅÒÁÈ 3ÐÅÓÉÅÓ ÔÅÒÁÎÃÁÍ ÐÕÎÁÈ )5#.Ȣ Ȱ0ÁÒÁ ÐÅÍÂÕÁÔ ËÅÂÉÊÁËÁÎ ÈÁÒÕÓ ÆÏËus dan siap siaga 
mencegah risiko penyakit zoonosis, terutama mengembangkan kebijakan terkait lingkungan, 
ÐÅÎÇÅÌÏÌÁÁÎ ÌÁÈÁÎ ÄÁÎ ÓÕÍÂÅÒ ÄÁÙÁ ÈÕÔÁÎȟȱ ËÁÔÁ #ÈÒÉÓÔÉÎÅ *ÏÈÎÓÏÎȟ ÐÅÎÅÌÉÔÉ ÕÔÁÍÁ ÄÁÌÁÍ ÓÔÕÄÉ 
ini. 

 
Sedangkan menurut Farida Camallia, penasihat teknis dari Organisasi Pangan dan Pertanian 
(FAO) ada tiga faktor yang memengaruhi persebaran zoonosis dari satwa liar. Pertama, 
keanekaragaman mikroba satwa liar dalam suatu wilayah tertentu; kedua, perubahan lingkungan; 
dan ketiga, frekuensi interaksi antara hewan dan manusia. Jika salah satu faktor ini terganggu, 
dipastikan zoonosis pun menyebar 
 
Pada fase awal COVID-19 melanda Indonesia, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk 
menekan lajunya penyebaran wabah ini. Salah satunya dengan menerapkan pembatasan aktifitas 
di luar ruangan sehingga bagi para pekerja dapat bekerja dari rumahɂwork from homeɂ dan 
hanya keluar untuk hal yang sangat penting saja. Jika keluar, penerapan protokol kesehatanpun 
dilakukan.  
 
Minimnya aktifitas manusia di luar ruangan untuk mengindari terpapar COVID-19 ini ternyata 
cukup membawa dampak baik terhadap pemulihan bumi dari eksploitasi sumberdaya alam oleh 
manusia.  
 
4ÅÍÕÁÎ ÐÁÒÁ ÉÌÍÕ×ÁÎ ÍÅÎÕÎÊÕËËÁÎȟ Ȱ0ÌÁÎÅÔ ÂÕÍÉ ÍÅÍÕÌÉÈËÁÎ ÄÉÒÉ ËÅÔÉËÁ ÓÅÍÕÁ ÍÁÎÕÓÉÁ 
dipaksa diam di rumah saat pandemi virus corona. kebaikan yang terjadi ini harus bisa dijaga, 
ÍÅÓËÉÐÕÎ ×ÁÂÁÈ ÂÅÒÁËÈÉÒȟȱ ËÁÔÁ 7ÁÄÅ -Ã'ÉÌÉÓȟ ÐÒÏÆÅÓÓÏÒ "ÉÄÁÎÇ 4ÅËÈÎÉË ,ÉÎÇËÕÎÇÁÎ ÄÉ 
Columbia University. 
 
Munculnya Covid-19 menunjukkan tiga perubahan positif bumi yang mesti dijaga: 

http://www.covid19.go.id/
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Pertama polusi udara berkurang. Di seluruh dunia terjadi penurunan polusi udara. Foto-foto 
satelit menunjukkan polusi jauh berkurang di Eropa dan China. Bahkan di Indonesia, langit biru 
yang sebelumnya tertutup oleh asap polusi, kini terlihat cerah. 
 
Kedua, emisi karbon turun. Emisi karbon dioksida juga turun di berbagai tempat di dunia. Di China 
turun 25 persen pada Februari 2020. Di prediksi, emisi gas rumah kaca di Eropa akan turun 24,4 
persen tahun ini karena lockdown. 
 
Ketiga, bumi jadi lebih indah dengan flora fauna. Kanal di Venesia jadi bersih karena lockdown dan 
tidak ada manusia. Lumba-lumba muncul di Sardinia, Italia. Musang langka muncul di tengah kota 
Meppayur, India. Rusa di kota Nara, Jepang turun sampai ke perkotaan. 
 
-Ã'ÉÌÉÓ ËÈÁ×ÁÔÉÒȟ Ȱ-ÁÎÕÓÉÁ ÁËÁÎ ÌÕÐÁ begitu saja dengan keajaiban alam memulihkan diri. Begitu 
wabah Covid-19 berakhir, mereka akan kembali membabi buta mengeksploitasi dan merusak 
ÁÌÁÍȢȱ 

 
Dan kenyataannya, kekhawatiran McGilis itu terbukti terjadi di tengah Covid-19. 
 
Seperti yang dipaparkan dalam berbagai penelitian, penyebab munculnya zoonosis jelas karena 
rusaknya hutan dan lingkungan. Tidak menutup kemungkinan bahwa setelah COVID-19, akan 
banyak lagi virus-virus yang bermunculan menyerang manusia karena kondisi lingkungan hidup 
dan hutan terus-terusan dirusak oleh manusia. Eksploitasi sumber daya alam yang habis-habisan 
tanpa peduli upaya pelestariannya hingga upaya perbaikan lingkungan yang abai dilaksanakan. 
Maka zoonosis tak akan pernah berhenti. 
 
Dorongan untuk melakukan perbaikan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan 
kehutanan terus dilakukan, baik dari pemerintah hingga ke masyarakat. Bahkan tak sedikit 
perusahaan-ÐÅÒÕÓÁÈÁÁÎ ÉÎÄÕÓÔÒÉ ÂÅÒÍÕÎÃÕÌÁÎ ÄÅÎÇÁÎ ËÏÍÉÔÍÅÎ ȬÈÉÊÁÕȭ ÍÅÒÅËÁ ÙÁÎÇ 
mengedepankan mekanisme pengelolaan yang berkelanjutan. Namun pertanyaannya, sudahkah 
mereka merealisasikan komitmen tersebut. 
 
Hal ini menggerakkan beberapa organisasi masyarakat sipil yang fokus pada kegiatan 
ÐÅÎÙÅÌÁÍÁÔÁÎ ÌÉÎÇËÕÎÇÁÎ ÕÎÔÕË ȬÍÅÌÉÈÁÔȭ ÒÅÁÌÉÓÁÓÉ ÄÁÒÉ ËÏÍÉÔÍÅÎ ÐÅÒÕÓÁÈÁÁÎ-perusahaan 
kehutanan yang menyebut bahwa mereka berkomitmen untuk melakukan pengelolaan hutan 
secara berkelanjutan. 
 
Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Riau, 
WALHI Jambi, WALHI Sumatera Selatan dan Pontianak Institut (POINT) Kalimantan Barat 
melakukan pemantauan langsung di lapangan sepanjang 2020, melihat langsung upaya perbaikan 
lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang mengelola konsesi Hutan Tanaman 
Industri (HTI) .  
 
Hasil temuan menunjukkan, komitmen tÅÒÓÅÂÕÔ ÓÁÍÐÁÉ ÓÁÁÔ ÉÎÉ ÍÁÓÉÈ ÓÅÂÁÇÁÉ ȬÐÅÍÁÎÉÓȭ ÓÁÊÁ 
karena minim realisasi. Masih ditemukan adanya penebangan hutan alam, kebakaran hutan dan 
lahan serta minimnya upaya untuk merestorasi gambut yang telah rusak di areal tersebut. 
 
Apakah pandemi COVID-19 masih belum cukup untuk menyadarkan kita akan pentingnya menjaga 
kelestarian lingkungan hidup dan hutan disekitar kita?  
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1. Komitmen Perusahaan untuk Pengelolaan Hutan Berkelanjutan 

 

Berkurangnya luasan hutan di Indonesia dari ke hari semakin memperihatinkan. Berbagai 

kegiatan industri memberi pengaruh paling besar terhadap hilangnya hutan tropis di 

Indonesia. Kegiatan penebangan hutan alam secara masif yang dilakukan industri pulp dan 

kertas serta mengubahnya menjadi tanaman monokultural berupa aksia dan eukaliptus salah 

satunya. 

 

Padahal grup-grup besar perusahaan pulp dan kertas telah mengaungkan komitmen mereka 

di nasional hingga internasional untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. 

Dengan tidak lagi melakukan penebangan hutan alam (zero deforestation), tidak 

mengembangkan wilayah hutan bernilai konservasi tinggi (High Concervation Value/ HCV) dan 

bernilai stok karbon tinggi (High Carbon Stock/ HCS), menghentikan penerimaan bahan baku 

kayu dari pihak keiga yang membuka lahan di hutan dengan HCV dan HCS dan lahan gambut 

serta tidak akan membangun pabrik pulp dan/atau unit produksi pulp baru. 

 

Komitmen ini dibuat oleh Asia Pulp and Paper (APP) Group dengan Kebijakan Konservasi 

Hutan (Forest Conservation Policy/ FCP) pada 5 Februari 20131 dan Asia Pacific Resources 

International Holding Ltd (APRIL) Group dengan menerbitkan Kebijakan APRIL dalam 

Pengeolaan Hutan Berkelanjutan (Sustainable Forest Management Policy/ SFMP) 1.0 pada 28 

Januari 2014 kemudian diperbarui menjadi SFMP 2.0 pada 3 Juni 20152. Bahkan, jelang akhir 

2020, pada 17 November 2020, APRIL meluncurkan Komitmen APRIL2030 yang 

dikembangkan dari komitmen SFMP 2.0.  

 

Selain kedua grup pulp dan kertas seperti APP dan APRIL Group, masih ada beberapa grup 

yang bergerak di Industri kertas ini, di antaranya Djarum dan Sumitomo Group. Djarum 

merupakan perusahaan milik orang terkaya nomor 1 di Indonesia, Robert Budi Hartono dan 

Michael Hartono. Selain sebagai produsen rokok dan asset dibidang perbankan, Bank Central 

Asia (BCA), Djarum juga membuka lini di industri Hutan Tanaman Industri (HTI). Sayangnya 

baik Djarum dan anak usahanya belum memilki kebijakan publik terkait nol deforestasi, 

perlindungan gambut dan keanekaragaman hayati. 

 

Sumitomo Group juga menerbitkan kebijakannya sendiri terkait pengelolaan lingkungan yang 

disebut kebijakan lingkungan dan struktur manajemen (Environmental Policy and Management 

Structure). Intinya Sumitomo Group akan berkomitmen mengurangi dampak lingkungan 

dalam aktivitas bisnis mereka, dan berusaha mencapai pembangunan berkelanjutan untuk 

kemajuan sosial, ekonomi dan pelestarian lingkungan. Terutama ekosistem alami dan 

keanekaragaman hayati3.  

 

Lalu, bagaimanakah realisasi dari komitmen-komitmen ini? 

 

 

                                                           
1 https://asiapulppaper.com/in/kehidupan-berkelanjutan 
2 https://www.aprilasia.com/id/keberlanjutan/kebijakan-tentang-keberlanjutan 
3 https://www.sumitomocorp.com/en/asia-oceania/sustainability/environment-policy 

https://asiapulppaper.com/in/kehidupan-berkelanjutan
https://www.aprilasia.com/id/keberlanjutan/kebijakan-tentang-keberlanjutan
https://www.sumitomocorp.com/en/asia-oceania/sustainability/environment-policy
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2. Kondisi Hutan dan Lingkungan Indonesia serta Kebijakan yang berlaku 

 

Menilik kondisi lingkungan dan kehutanan di Indonesia, berdasarkan data dari Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas kawasan hutan di Indonesia hingga 2018 

mencapai 120,6 juta hektare (ha) atau seluas 63 persen dari luas daratan di Indonesia. Sisanya 

diperuntukkan sebagai Areal Peruntukan Lain. Dari luas kawasan hutan tersebut, dapat 

dikelompokkan menajdi 3 bagian yaitu Hutan Produksi (HP) seluas 68,8 juta ha atau 57 persen 

dari luas kawasan hutan, Hutan Konservasi (HK) seluas 22,1 juta ha dan Hutan Lindung seluas 

29,7 juta ha4.  

 

 

 
 

 

Selain kawasan hutan, Indonesia juga memiliki ekosistem gambut yang luas. Menurut data 

dari peta Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Nasional, total luas ekosistem gambut Indonesia 

mencapai 24,67 juta ha, dengan luasan per provinsi di Sumatera 9,60 juta ha, Kalimantan 8,40 

juta ha, Sulawesi 63 ribu dan Papua 6,59 juta ha. 

 

Tak hanya memiliki kawasan hutan dan ekosistem gambut yang luas, Indonesia juga kaya 

akan keanekaragaman hayati. Indonesia menjadi negara mega biodiversity terbesar ketiga 

setelah Brazil dan Kolombia.  

 

Mengacu pada Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan 2015 ɀ 2020, Indonesia 

tercatat memiliki berbagai jenis fauna diantaranya: 1.605 jenis burung, reptil sebanyak 723 

jenis, Amphibi 385 jenis, mamalia 720 jenis, Ikan air tawar 1.248 jenis, invertebrata 197.964 

jenis, arthropoda 5.137 jenis, serangga 181.847 jenis. Dari sisi flora, Indonesia tercatat memiliki 

91.251 jenis tumbuhan berspora, gymnospermae 120 jenis hingga angiospermae atau 

tumbuhan berbunga mencapai 40.000 jenis.   

 

Kayanya keanekaragaman hayati serta luasnya hutan dan gambut di Indonesia membuat 

pemerintah menerbitkan berbagai kebijakan untuk menjamin perlindungan serta pengelolaan 

                                                           
4 Buku Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018 
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yang berkelanjutan terhadap kawasan hutan di Indonesia, terutama yang pengelolaannya 

diberikan kepada perusahaan HTI di Indonesia. Beberapa peraturan tersebut diantaranya: 

 

a. PP Nomor 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 71 tahun 2014 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Dalam peraturan ini dijelaskan 
kewajiban masing-masing pemilik izin konsesi yang arealnya masuk dalam kawasan 
hidrologis gambut harus melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan yang tidak 
mengakibatkan rusaknya ekosistem gambut. Tindak lanjut dari PP ini adalah seluruh 
perusahaan HTI di Indonesia harus melakukan revisi dalam Rencana Kerja Usaha (RKU) 
dengan mengeluarkan areal usahanya yang berada dalam kawasan gambut dengan Fungsi 
Lindung Ekosistem Gambut (FLEG) dari kegiatan budidaya dan menjadikannya kawasan 
lindung serta diwajibkan melakukan upaya restorasi.  
 

b. KLHK terbitkan SK.130/Menlhk/Setjen/Pkl.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi 
Ekosistem Gambut Nasional pada 28 Februari 2017. Dalam peta ini disebutkan luasan fungsi 
lindung dan budidaya dari tiap di Indonesia. Untuk luas fungsi lindung se Indonesia ialah 
12.398.482 ha dan fungsi budidaya seluas 12.269.321 ha. Luasan fungsi lindung dan 
budidaya per pulau yaitu:  

1) Sumatera, fungsi lindung seluas 4.985.913 ha dan budidaya 4.618.616;  

2) Kalimantan, fungsi lindung seluas 4.094.203 dan budidaya 4.310.614;  

3) Sulawesi, fungsi lindung 28.305 ha dan budidaya 34.985 ha; dan  

4) Papua, fungsi lindung 3.290.061 ha dan budidaya 3.305.106 ha.  
 

c. BRG pada 14 September 2016 terbitkan Peta Indikatif Restorasi Gambut Nasional 
berdasarkan SK 05/BRG/KPTS/2016 tentang Penetapan peta Indikatif Restorasi Gambut. 
BRG melakukan restorasi di kawasan prioritas restorasi di luar areal yang dibebankan izin. 
Sedangkan areal prioritas restorasi yang masuk dalam kawasan yang dibebankan izin akan 
melakukan upaya restorasi dengan disupervisi oleh BRG. 
 

d. KLHK juga menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen 
LHK) No. P.62/menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 yang terbit pada 16 Oktober 2019 dimana 
dalam peraturan ini mengharuskan industri HTI menyisihkan arealnya untuk dijadikan 
kawasan lindung untuk areal yang masih berhutan . Hal ini karena hutan yang dijadikan 
areal konsesi sebelumnya merupakan rumah sekunder bagi berbagai flora dan fauna yang 
dilindungi5. Contohnya dari salah satu studi yang dilakukan di PT Sumber Hijau Permai, 
Sumatera Selatan yang menemukan dalam kawasan konsesi ini terdapat berbagai flora 
dan fauna dilindungi seperti harimau, buaya muara, sinyulong/ buaya sapit, bunglon hutan, 
kura-kura gading, meranti, merawan, semar, merbau, gaharu dan ramin. 6 Ini membuktikan 
bahwa dalam areal HTI juga banyak kenakeragaman hayati yang harus dilindungi. 

 

Namun Implementasi kebijakan perlindungan gambut yang belum optimal dan tidak diawasi 

secara serius. Hal tersebut terlihat dari jumlah kebakaran di kawasan gambut yang masih terjadi 

setiap tahun, bahkan karhutla kembali terjadi dalam luasan yang besar pada 2019. KLHK mencatat 

pada 2019 terjadi karhutla seluas 1.649.258 hektar7. 

 

                                                           
5 https://www.beritasatu.com/ekonomi/63141-menhut-pengelola-konsesi-harus-lestarikan-keanekaragaman-hayati 
6 http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2014/03/Ikhtisar-Laporan-PC-provinsi-SHP.pdf 
7 http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran 
 

https://www.beritasatu.com/ekonomi/63141-menhut-pengelola-konsesi-harus-lestarikan-keanekaragaman-hayati
http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2014/03/Ikhtisar-Laporan-PC-provinsi-SHP.pdf
http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran
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Ditengah lemahnya pengawasan pemerintah dan tidak transparan, KLHK justru menerbitkan 

PermenLHK nomor P.10/Menlhk/Setjen/KUM.1/3/2019 tentang Penentuan, Penetapan dan 

Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut. Dalam PermenLHK 

tersebut mengatur bahwa perusahaan tetap dapat mengelola lahannya di areal gambut fungsi 

lindung sekalipun. P.10 Tahun 2019 tersebut hanya melarang pembukaan lahan gambut pada 

areal puncak kubah gambut. Itupun jika puncak kubah gambut lebih dari satu, puncak kubah 

gambut lainnya dibolehkan untuk dikelola untuk budidaya perusahaan. 

3. Realisasi Komitmen Perusahaan  

 
Berbagai persoalan lingkungan dan Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia mencapai taraf 
memprihatinkan, mulai dari hilangnya tutupan hutan alam akibat kegiatan penebangan hutan 
alam secara illegal, penggundulan hutan untuk tanaman monokultur, kebakaran hutan dan lahan 
(karhutla) yang akibatkan persoalan lingkungan mulai dari rusaknya tanah, polusi asap hingga 
rusaknya ekosistem gambut. Berbagai persoalan ini tentunya menimbulkan kekhawatiran, 
dapatkah SDA Indonesia yang mulai kritis ini diselamatkan?  
 
Menilik kembali persoalan lingkungan yang paling berdampak, karhutla. Sejak karhutla besar 
yang terjadi pada 2014 ɀ 2015, hingga kini karhutla terus saja terjadi. Catatan resmi Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait karhutla pada 2015 akibatkan 24 orang 
meninggal dunia, lebih dari 600 juta jiwa menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan 
akibatkan kerugian ekonomi mencapai Rp 221 triliun. 
 
Menurut catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) jumlah hutan dan lahan 
yang terbakar mencapai 2,61 juta ha. Hutan dan lahan diseluruh provinsi di Indonesia terbakar 
kecuali di DKI Jakarta dan Kepulauan Riau. Kebakaran terbesar terjadi di Provinsi Sumatera 
Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Papua. 
 
Dari 2,61 juta ha yang terbakar pada 2015, sekitar 33% atau 869.754 ha diantaranya merupakan 
lahan gambut dengan areal gambut terluas yang terbakar berada di Kalimantan Tengah mencapai 
310.275 ha, Sumatera Selatan 293.239 ha, Riau 107.000 ha, Jambi 60.280 dan Papua 38.096 ha. 
 
Walaupun sejak 4 tahun belakangan trend karhutla cenderung menurun, namun ini tidak 
mengesampingkan fakta bahwa hutan dan lahan di Indonesia terus berkurang akibat tindakan 
perusakan lingkungan ini.  Bukan hanya akibat karhutla, tindakan penggundulan hutan 
(deforestasi) dan penebangan kayu alam illegal turut ambil peran dalam rusaknya SDA di 
Indonesia. 
 
Berdasarkan hasil analisis dari Forest Watch Indonesia (FWI) periode 2013 ɀ 2017 terjadi 
penggundulan hutan alam (deforestasi) di Indonesia seluas 5,7 juta ha. Deforestasi terbesar 
terjadi di Kalimantan mencapai 2 juta ha. Dari hasil analisis, sekitar 49% dari total deforestasi atau 
seluas 2,81 juta hektar berada di dalam izin pemanfaatan dan penggunaan lahan yang diberikan 
oleh pemerintah.  
 
Berdasarkan tipe konsesi sebagai lokasi terjadinya deforestasi. Sumbangan deforestasi terbesar 
berasal dari areal yang tumpang tindih antar izin pemanfaatan dan penggunaan lahan, yaitu 
mencapai 0,78 juta hektare. Sektor pertambangan berada di posisi kedua sebagai penyumbang 
deforestasi terbesar yaitu seluas 0,7 juta hektare. Sedangkan untuk sektor perkebunan kelapa 
sawit menyumbang 0,58 juta hektare8. 

                                                           
8
 Lembar Fakta Angka Deforestŀǎƛ ǎŜōŀƎŀƛ ά!ƭŀǊƳέ aŜƳōǳǊǳƪƴȅŀ Iǳǘŀƴ LƴŘƻƴŜǎƛŀΥ CƻǊŜǎǘ ²ŀǘŎƘ LƴŘƻƴŜǎƛŀ нлмф 
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Region Tutupan Hutan 
Alam 2017 (ha) 

Hutan Alam 2013 
ɀ 2017 (ha) 

Deforestasi rata-
rata per tahun (ha) 

Sumatera 10.400.014 972.906 251.443 

Jawa 905.885 130.041 34.163 

Bali ɀ Nusa Tenggara 877.494 384.010 109.438 

Kalimantan 24.834.752 2.052.019 528.377 

Sulawesi 8.179.422 949.138 247.141 

Maluku 4.515.417 543.566 141.738 

Papua 33.119.514 692.107 174.371 

Indonesia 82.832.498 5.723.787 1.466.999 

 
Khusus Riau, Jikalahari melakukan analisis terkait laju deforestasi sejak 1982 hingga 2020. Hutan 
alam di Riau sejak 1982 hingga saat ini telah berkurang mencapai 5.300.183 ha atau sebesar 78 
persen dari luasan awal. Untuk 2020, luas hutan alam yang berkurang dari 2019 seluas 15.306 ha. 
Jumlah ini berkurang 50% dari luas deforestasi pada 2019.  
 
Berikut rincian luas tutupan hutan dan deforestasi per tahun yang berhasil di analisis Jikalahari 
dengan metode semi automatic classification QGIS. 
 

Tahun 
Luas Tutupan 

Hutan 
DEFORESTASI DURASI DEF/TH (Ha) 

1982 - 1999 6.727.546 2,117,027 17 124,531 

1999 - 2000 - 858,591 1 858,591 

2000 - 2002 - 228,659 2 114,329 

2002 - 2004 3.380.328 261,705 2 130,852 

2004 - 2005 - 158,513 1 158,513 

2005 - 2007 - 545,425 2 272,713 

2007 - 2009 - 183,295 2 91,648 

2009 - 2012 - 565,598 3 188,533 

2012 - 2015 2.005.565 360,359 3 120,120 

2015 - 2017 1.645.206 155,796 3 51,932 

2017 - 2018 1.489.410 13,669 1 13,669 

2018 - 2019 1442.669 33,072 1 33,072 

2019-2020 1.427.363 15,306 1 15,306 

 
Melihat kondisi SDA Indonesia yang tiap tahunnya terus tergerus, muncul pertanyaan, Siapakah 
yang patut dimintai pertanggungjawaban? 
 
Menilik lokasi karhutla yang terjadi di Indonesia, sebagian besar areal tersebut masuk dalam 
konsesi perusahaan dan berada dalam kawasan gambut. Membuka atau membersihkan lahan 
dengan cara bakar adalah akar masalah utama karhutla yang terjadi di Indonesia dan ini dilakukan 
secara terorganisir. Karhutla sebagai kejahatan terorganisir juga disampaikan Presiden Joko 
Widodo saat berkunjung ke Riau pada September 2019 ketika melihat luasan areal yang terbakar 
sangat luas.  
 
Di Indonesia, konsesi korporasi pulp dan kertas atau HTI telah menguasai kawasan hutan 
Indonesia mencapai 11,2 juta ha atau hampir seluas Pulau Jawa. Penguasaan hutan ini dikuasai 
oleh beberapa grup perusahaan yang memiliki legalitas izin dengan total mencapai 336 IUPHHK-
HT.  Namun dari luasan penguasaan hutan tersebut, hanya sekitar 4,9 juta ha yang telah ditanami 
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dan dijadikan perkebunan kayu. Sisanya, belum dapat dikonversi menjadi perkebunan kayu 
karena adanya ppersoalan seperti konflik tenurial, hutan tersebut memiliki nilai karbon tinggi 
(HCV) hingga berada di kawasan gambut dalam. 
 
Berdasarkan riset TuK Indonesia, luas penguasaan hutan oleh para korporasi terluas berada di 
Kalimantan dan Sumatera mencapai 73,7%, Papua 13,2 %, Sulawesi 5,3% dan lainnya 7,9%. Untuk 
penguasaan terluas berdasarkan grup usaha, dari hasil riset, ada 8 grup besar yang kuasai hutan 
Indonesia diantaranya: 
 

1. APP Group 3,323 juta ha di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, 
Sumatera Selatan, Riau, Jambi dan Papua 

2. APRIL Group 1,026 juta ha di Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau 
3. Kertas Nusantara Group 300 ribu ha di Kalimantan Timur dan Aceh 
4. Marubeni Group 295 ribu ha di Sumatera Selatan 
5. Alas Kusuma Group 281 ribu ha di Kalimantan Barat 
6. Djarum Forestry 254 ribu ha di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat 
7. Korindo dan Oji Holdings 175 ribu ha di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Oji 

Holdings aktif di Indonesia melalui usaha patungan dengan Korindo. 
 
Karena sedikitnya areal yang dapat dimanfaatkan menjadi kawasan perkebunan kayu, korporasi 
HTI justru tidak dapat memenuhi bahan bakunya. Menurut Forest trends dan Koalisi Anti Mafia 
Hutan pada 2015 menyatakan industry HTI yang kekurangan bahan baku akhirnya mengambil 
kayu dari hutan alam. Inilah yang mengakibatkan tingginya deforestasi di Indonesia. 
 
Permasalahan lingkungan dan kehutanan seperti deforestasi dankarhutla yang terjadi di konsesi 
ËÏÒÐÏÒÁÓÉ ÔÉÄÁË ÁËÁÎ ÂÉÓÁ ÄÉÈÅÎÔÉËÁÎ ÓÅÌÁÍÁ ÍÅÒÅËÁ ÍÁÓÉÈ ÍÅÒÁÓÁ ȬÁÍÁÎȭ ÍÅÎÊÁÌÁÎËÁÎ ËÅÇÉÁÔÁÎ 
produksi mereka. Selama kegiatan yang berakibat pada rusaknya lingkungan hidup dan 
kehutanan seperti penggundulan hutan dan minimnya upaya restorasi gambut yang dilakukan 
ÔÉÄÁË ÍÅÎÄÁÐÁÔËÁÎ ÔÅÇÕÒÁÎ ÄÁÒÉ ÐÉÈÁË ÙÁÎÇ ÂÅÒ×ÅÎÁÎÇȟ ÔÅÎÔÕÎÙÁ ÐÅÒÕÓÁÈÁÁÎ ÍÁÓÉÈ ÍÅÒÁÓÁ ȬÄÉ 
ÁÔÁÓ ÁÎÇÉÎȱȢ 
 
Selain karena kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap perilaku perusahaan 
yang tidak mempedulikan risiko kerusakan lingkungan yang mereka lakukan, lembaga keuangan 
yang memberikan bantuan pendanaan juga turut serta melakukan perusakan lingkungan di 
Indonesia. 
 
Selama perusahaan masih terus menerima bantuan dana  dari Lembaga keuangan yang bersedia 
memberikan kucuran dana walaupun perusahaan terlibat dalam kasus yang menyebabkan 
kerusakan lingkungan, hilangnya SDA Indonesia dalam waktu dekat tentunya akan terwujud.  
 
Hasil analisis TuK Indonesia terkait pembiayaan sektor industri pulp dan kertas di Indonesia, grup-
grup besar seperti Sinar Mas Group, Royal Golden Eagle Group, Marubeni, Sumitomo Forestry 
hingga OJI Group yang merupakan grup besar yang menaungi industry pulp dan kertas 
memperoleh pinjaman dari Lembaga Keuangan mencapai US$ 18 miliar dan terbanyak berasal 
dari negara China 40%, Jepang 29%, Indonesia 15%, Taiwan 10% dan negara lainnya 9%. 
 
Lembaga keuangan seakan tutup mata dan terus menawarkan pinjaman kepada perusahaan, 
walaupun perusahaan memiliki track record buruk dalam menyelesaikan persoalan lingkungan, 
sosial dan tata kelola (LST).  Hasil analisis kebijakan lembaga keuangan menunjukkan lembaga 
keuangan memiliki kebijakan yang sedikit lebih kuat dalam hal ruang lingkup komitmen mereka 
dan standar sosial untuk kllien. Namun kebijakan mereka relative lebih lemah terkait standar 
lingkungan dan tata kelola yang mereka butuhkan dari klien. 
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Berdasarkan skor analisis kebijakan kreditur lembaga keuangan untuk bisnis pulp & kertas 
berdasarkan Negara lembaga keuangan menunjukkan, lembaga keuangan dari Eropa dan 
Amerika Utara memiliki kebijakan lebih kuat daripada lembaga keuangan dari Asia. Sayangnya 
penyandang dana terbesar perusahaan pulp dan kertas yang aktif di Indonesia ini justru 
bersumber dari China, Jepang dan Indonesia yang memiliki kebijakan mitigasi risiko LST terburuk.  
 
Dari hasil riset TuK Indonesia diketahui lembaga keuangan dengan skor kebijakan rata-rata yang 
lebih tinggi memberikan pembiayaan yang relative sedikit untuk perusahaan yang aktif di sektor 
pulp dan kertas di Indonesia.  
 
Pada 2014, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sempat menerbitkan Peta Jalan Keuangan 
Berkelanjutan. Kebijakan ini menyoroti Lembaga keuangan harus mengidentifikasi penerima 
bantuan dana agar memperhatikan risiko LST. Jika perusahaan memiliki kinerja baik dalam 
mengatasi risiko LST, maka ia berhak memperoleh peningkatan dalam pembiayaan. Begitupula 
sebaliknya, jika performa buruk, bantuan pembiayaan harus dihentikan. Namun, kebijakan ini 
tidak sepenuhnya dapat diimplementasikan sehingga karhuta terus terjadi, perusahaan abai 
terhadap kewajibannya dan bank terus memberikan kucuran dana. 
 
Jikalahari menilai karhutla tidak akan pernah selesai selama masih ada bank yang mendanai 
korporasi pembakar hutan dan lahan.  Ini justru membuat perusahaan berada di atas angin. 
Bagaimanapun performa mereka dalam mengatasi risiko LST, Lembaga keuangan akan terus 
memberikan kucuran dana. 
 
Selain OJK, upaya untuk menyelamatkan lingkungan dan sumber daya alam (SDA) sempat 
digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mendorong adanya Gerakan Nasional 
Penyelamatan SDA atau GNPSDA pada 19 Maret 2015. Gerakan yang memiliki 6 fokus utama 
diantaranya: Pengukuhan Kawasan hutan, Penataan ruang dan wilayah administrasi, Penataan 
perizinan kehutanan dan perkebunan, Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat, penyelesaian Konflik 
Kawasan Hutan serta instrumen lingkungan hidup dalam perlindungan hutan dan membangun 
sistem pengendalian anti korupsi. 
 
Namun setelah 5 tahun berjalan, lagi-lagi kebijakan bagus ini belum menunjukkan dampak 
maksimal dalam melindungi praktik-praktik pengrusakan lignkungan yang dilakukan korporasi 
terhadap lingkungan hidup dan kehutanan di Riau. 
 
Dengan berbagai kekayaan alam yang dimiliki Indonesia serta kebijakan yang diterbitkan 

pemerintah untuk melakukan upaya perlindungan terhadap hutan dan lingkungan, perusahaan 

sektor HTI belum sepenuhnya turut serta berpartisipasi wemujudkan upaya perlindungan 

tersebut. 

Apakah ini masih terjadi hingga saat ini? Sudahkan perusahaan merealisasikan komitmennya 

tersebut? 
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Hasil Pemantauan Lapangan 
 

Jikalahari 
 
KEBAKARAN HUTAN LAHAN PADA 2019 sangat luas hingga menyebabkan kabut asap di Riau. 
KLHK mencatat luas kebakaran yang terjadi di Riau mencapai lebih dari 90 ribu hektar. Temuan 
Jikalahari, karhutla banyak terjadi pada konsesi HTI. 
 
Salah satu penyebabnya ialah rusaknya ekosistem gambut dan tidak adanya upaya pemulihan 
pada konsesi HTI, meskipun pemerintah telah menerbitkan aturan untuk merestorasi gambut. 
Pemerintah merevisi PP 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut  
dengan PP 57 Tahun 2016 dan KLHK juga menerbitkan aturan Nomor P.14/MenLHK/ 
Setjen/Kum.1/2/ 2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut, di 
mana Ketentuan Pasal 8 ayat (2) mengamanatkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
untuk menetapkan fungsi lindung gambut dan fungsi budi daya pada gambut.  
 
MenLHK juga telah mengeluarkan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional melalui 
SK.130/Menlhk/Setjen/Pkl.0/2/2017, tanggal 28 Februari 2018. Peta Fungsi Ekosistem Gambut 
Nasional tersebut terdiri dari fungsi lindung dan fungsi budidaya.  
 
Selain itu, ada juga PermenLHK Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 Tentang Pedoman 
Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut.  Disebutkan Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut 
adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengembalikan sifat dan fungsi Ekosistem Gambut sesuai 
atau mendekati sifat dan fungsi semula melalui suksesi alami, restorasi hidrologis, rehabilitasi 
vegetasi, dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  
 
Atas beberapa kebijakan yang telah diterbitkan, Korporasi HTI diminta untuk melakukan restorasi 
ekosistem gambut yang terdapat dalam konsesinya. Khususnya pada areal bekas terbakar pada 
2015 dan pada ekosistem gambut fungsi lindung. 
 
Selain regulasi pemerintah, sesungguhnya 2 grup korporasi HTI di Riau, yaitu APP Grup dan APRIL 
Grup telah memiliki komitmen untuk melindungi gambut. APRIL memiliki kebijakan Sustainable 
Forest Management Policy (SFMP) yang  APRIL berkomitmen untuk menghentikan kegiatan 
deforestasi hutan alam dari rantai pasokan dan melindungi hutan dan lahan gambut di mana 
perusahaan beroperasi, serta mendukung praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan hutan di 
semua negara di mana perusahaan mendapatkan bahan baku kayu.  
 
Selain perlindungan gambut, pengelolaan industri kehutanan juga harus memastikan bahwa 
setiap bahan baku dan lahan yang dikuasai bebas dari konflik dengan masyarakat. Selama ini 
hampir seluruh konsesi HTI berkonflik dengan masyarakat adat dan masyarakat tempatan. Dalam 
kebijakan Berkelanjutan baik SFMP APRIL dan FCP APP, menyatakan akan menyelesaikan konflik. 
Oleh sebab itu perlu dibuktikan melalui kegiatan pemantauan langsung ke lapangan untuk 
memastikan pemulihan gambut bekas terbakar dan pemulihan gambut pada FLEG serta 
pelaksanaan komitmen kebijakan pengelolaan berkelanjutan SFMP APRIL dan FCP APP dalam 
penyelesaian konflik. 
 
Investigasi dilakukan di 9 perusahaan HTI, PT RAPP Pulau Padang, PT Suntara Gajapatih, PT Ruas 
Utama Jaya, PT SRL Rupat, PT Arara Abadi Distrik Duri, PT Balai Kayang Mandiri, PT Seraya 
Sumber Lestari, Rimba Mandau Lestari dan PT Rimba Peranap Indah. Investigasi dilakukan pada 
30 Agustus ɀ 8 September 2020. 
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1. PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP)  Pulau  Padang 
 

 
 
PT RAPP salah satu perusahaan APRIL yang mengantongi izin sejak tahun 2009 dan ditetapkan 
melalui Surat Keputusan Menhut No.327/2009 dengan luas area konsesi 41.205 hektar yang 
terletak dilokasi area Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti yang meliputi Desa Bagan 
Melibur, Tanjung Padang, Putri Puyu dan Lukit. Semenjak perusahaan mulai beroperasi di 
Pulau Padang, banyak terjadi konflik antara pihak perusahaan dan masyarakat Pulau padang 
itu sendiri. 
 
Dari pemantauan yang dilakukan, Jikalahari menemukan: 
 
1. Terdapat areal Tanaman Kehidupan milik PT RAPP di Desa Tanjung Padang Kecamatan 

Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam areal yang diberi Plang Tanaman 
Kehidupan PT RAPP ditanami akasia berumur sekitar 4 ɀ 5 tahun siap panen. Namun areal 
ini, berdasarkan Peta Indikatif Restorasi Badan Restorasi Gambut (PIR/BRG) berada dalam 
Zona Merah atau Zona Prioritas Restorasi Pasca Terbakar 2015 ɀ 2017.  

2. Terdapat aktivitas pencucian kanal oleh PT Setia Jaya Perkasa (SJP) dan PT Murni Raja 
Makmur (MRM) dengan ukuran lebar 5 meter dengan kedalaman 3 meter sepanjang 2 km 
di areal tanaman kehidupan PT RAPP yang  berada pada Zona Merah atau Zona Prioritas 
Restorasi Pasca Terbakar 2015 ɀ 2017 PIR/BRG.  

3. Terdapat tanaman akasia berumur sekitar 2-3 tahun di Zona Biru atau Zona Lindung 
Gambut Berkanal sesuai PIR/BRG  dan ditemukan pondok berterpal biru untuk pekerja 
penanaman akasia. 

4. Terdapat tumpukan kayu akasia baru panen dalam areal konsesi PT RAPP dan lahan 
kosong yang kayunya baru dipanen dalam Zona Merah atau Zona Prioritas Restorasi Pasca 
Terbakar 2015 ɀ 2017 PIR/ BRG.   

5. Dalam areal konsesi PT RAPP terdapat tumpukan bibit akasia siap tanam, areal ini berada 
dalam Zona Merah atau Zona Prioritas Restorasi Pasca Terbakar 2015 ɀ 2017 PIR/ BRG.  

6. Terdapat potensi konflik antara PT RAPP dengan masyarakat, terutama masyarakat Desa 
Dedap Kecamatan Tasik Putri Payau. Sebab, areal konsesi yang ditanami akasia oleh PT 
RAPP merupakan areal administrasi desa. Sebelumnya telah dilakukan mediasi 
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penyelesaian konflik dengan skema ganti rugi Rp 150 per meter, namun masyarakat 
menolak ganti rugi. Hingga saat ini, Pemerintah Desa Dedap masih menolak memberikan 
izin penggunaan lahan untuk PT RAPP. 

 
Dokumentasi Lapangan 
 

 
 

Gambar 1. Terdapat Plang 
Tanaman Kehidupan di areal 
Zona Merah PIR/BRG. Foto 
diambil tanggal 03/09/2020 
pada titik koordinat N 
010ΤΤȭΧΡȢΥȱ % ΣΡΤ0ΣΦȭΣΨȢΧȱ 
 

 
 

Gambar 2. Terdapat tanaman 
akasia berumur sekitar 4 
tahun dalam zona merah areal 
konsesi PT RAPP. Gambar 
diambil tanggal 03/09/2020 
pada titik koordinat N 
010ΤΤȭΡΥȢΧȱ % ΣΡΤ0ΣΦȭΤΦȢΥȱ 
 
 

 
 

Gambar 3. Terdapat Hutan 
Tanaman Industri akasia yang 
akan dipanen. Dilihat dari 
gambar, terdapat 1 unit alat 
berat berwarna kuning 
sedang beroperasi melakukan 
pencucian kanal serta 
pembuatan jalan panen. 
Gambar diambil tanggal 
05/09/2020 pada titik 
koordinat N 010ΤΣȭΡΡȢΩȱ % 
1020ΣΧȭΤΤȢΩȱ 
 



17 
 

 
 

Gambar 4. Terdapat 
tumpukan kayu akasia yang 
sudah dipanen. Gambar 
diambil tanggal 07/09/2020 
pada titik koordinat N 
010ΤΣȭΤΡȢΧȱ % ΣΡΤ0ΣΧȭΦΣȢΦȱ 
 

 
 

Gambar 5. Terdapat 1 unit alat 
berat sedang parkir tidak 
beroperasi yang digunakan 
dalam proses pemanenan. 
Gambar diambil tanggal 
07/09/2020 pada titik 
koordinat N 010ΤΣȭΤΣȢΨȱ % 
1020ΣΧȭΥΫȢΫȱ 
 

 
 

Gambar 6. terdapat tumpukan 
bibit akasia siap tanam di areal 
konsesi PT RAPP wilyah Desa 
Putri Puyu. Gambar diambil 
tanggal 07/09/2020 pada titik 
koordinat N 010ΤΤȭΤΤȢΧȱ % 
1020ΣΧȭΧΡȢΪȱ 
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Gambar 7. Terdapat 1 buah 
menara pantau api di areal 
konsesi PT RAPP. Gambar 
diambil tanggal 07/09/2020 
pada titik koordinat  N 
010ΤΤȭΧΩȢΩȱ % ΣΡΤ0ΣΧȭΧΩȢΪȱ 
 

 
2. PT Seraya  Sumber  Lestari (SSL) 
 

 
 
Secara administratif PT SSL terletak di Kecamatan Bunga Raya, Siak dan Sungai Mandau, 
Kabupaten Siak dengan luas sekitar 20.000 hektar. Sebagian  kawasan hutan PT SSL 
merupakan hutan rawa gambut seluas 17.470,50 hektar (87,35%) dan Mendawai dengan luas 
2.529,50 ha (12,65%). 
 

Dari pemantauan yang dilakukan, Jikalahari menemukan: 
 

1. Tanaman akasia milik PT SSL berada dalam Zona Merah atau Zona Prioritas Restorasi 
Pasca Terbakar 2015 ɀ 2017 PIR/ BRG yang berumur lebih dari 4 tahun 

2. Terdapat tanaman sawit milik masyarakat di dalam konsesi PT SSL yang berada di Zona 
Merah atau Zona Prioritas Restorasi Pasca Terbakar 2015 ɀ 2017 PIR/ BRG  
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Dokumentasi Lapangan: 
 

 
 

Gambar 8. Akasia siap panen 
milik PT SSL di lokasi pasca 
kebakaran 2015 ɀ 2017. 
Gambar diambil tanggal 
02/09/2020 dengan kordinat N 
0° 57.097' E 101° 57.444' 
 

 
 

Gambar 9. Kebun sawit 
masyarakat di dalam konsesi 
PT SSL. Gabar diambil tanggal 
07/09/2020 dengan kordinat N 
0° 52.514' E 101° 52.643' 
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3. PT Balai Khayang Mandiri (BKM) 
 

 
 
Kantor PT Balai Kayang Mandiriɂanak usaha Asia Pulp and Paper (APP) Groupɂ beralamat di 
Jalan Arifin  Ahmad no 01 Sidomulyo Timur, Pekanbaru. Berdasarkan SK IUPHHK-HTI 
(pembaharuan) No. SK 642/MenLHK/Setjen/HPL.O/12/ 2018, terbit pada 31 Desember 2019, luasan 
areal perusahaan ini adalah 16.514 Ha berlokasi di Kandis, Siak, Sungai Mandau dan Sungai Apit, 
Kabupaten Siak.  
 
Di lokasi PT BKM Jikalahari menemukan: PT BKM melakukan pemanenan akasia di konsesinya 
yang berada di Zona Merah atau Zona Prioritas Restorasi Pasca Terbakar 2015 ɀ 2017 PIR/ BRG. 
Areal tersebut sudah bersih dan tidak ditemukan satupun tegakan pohon. Tidak ditemukan upaya 
restorasi yang harusnya dilakukan perusahaan di areal prioritas tersebut. 
 
Dokumentasi Lapangan: 
 

  
 

 
Gambar 10 & 11. Areal bekas panen akasia di lokasi pasca kebakaran 2015 ɀ 2017. Foto diambil 
tanggal 03/09/2020 dengan kordinat N 0° 58.884' E 101° 54.468' 
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4. PT Rimba Mandau Lestari (RML) 
 

 
 
PT Rimba Mandau Lestari adalah salah satu dari anak perusahaan milik Asia Pulp and Paper (APP) 
Group. PT RML berbatasan langsung dengan beberapa perusahaan HTI dan sawit. Di sebelah 
utara berbatasan dengan IUPHHK-HT PT Seraya Sumber Lestari, di sebelah selatan berbatasan 
dengan perkebunan PT Gelora Sawit Makmur, di sebelah barat berbatasan dengan IUPHHK PT 
Seraya Sumber Lestari dan di sebelah timur berbatasan dengan perkebunan PT Teguh Karsa 
Wana Lestari.  
 
Jikalahari menemukan: PT RML telah melakukan penanaman dalam Zona Merah atau Zona 
Prioritas Restorasi Pasca Terbakar 2015 ɀ 2017 PIR/ BRG.  Diperkirakan bibit akasia tersebut 
berumur 4 bulan.   
 
Dokumentasi Lapangan: 
 

  
Gambar 12. Akasia milik PT RML berumur 4 
bulan di areal pasca kebakaran 2015 ɀ 2017. 
Gambar diambil tanggal 04/09/2020 dengan 
kordinat N 0° 54.805' E 101° 59.759' 

 
Gambar 13. Tunggul akasia bekas panen di konsesi 
PT RML. Gambar diambil tanggal 04/09/2020 
dengan kordinat N 0° 54.756' E 101° 59.659' 
 



22 
 

5. PT Sumatera Riang Lestari (RML) 
 

 
 
PT Sumatera Riang Lestari merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang 
pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman. Perusahaan ini merupakan salah satu mitra 
PT Riau Andalan Pulp and Paper (APRIL Grup). Lokasi PT SRL ini berada di Pulau Rupat, Bengkalis.  
 
Dalam pemantauan ini, Jikalahari menemukan: 
 

1. Dalam Zona Merah atau Zona Prioritas Restorasi Pasca Terbakar 2015 ɀ 2017 PIR/ BRG di 
konsesi PT SRL Desa Batu Panjang, terdapat lahan terlantar yang telah ditanami sawit 
oleh masyarakat dengan kisaran umur 2 tahun. Lahan bekas terbakar ini tamak dibiarkan 
tanpa ada upaya restorasi dari perusahaan. 

2. Di Desa Terkul dan Desa Sukarejo areal bekas terbakar pada 2015 dan masuk dalam Zona 
Merah atau Zona Prioritas Restorasi Pasca Terbakar 2015 ɀ 2017 PIR/ BRG tampak tak 
terurus dan dibiarkan tanpa ada upaya restorasi. 

3. Di Desa Pergam, ditemukan 1 pos patroli PT SRL yang baru berdiri sekitar 8 bulan lalu, 
areal ini masuk dalam Zona Merah atau Zona Prioritas Restorasi Pasca Terbakar 2015 ɀ 
2017 PIR/ BRG. PT SRL bukannya merestorasi areal ini, namun malah menanami kembali 
areal bekas terbakar dengan akasia. Diperkirakan akasia ini berusia 3 tahun.  

4. PT SRL melakukan pembukaan lahan baru menggunakan alat berat ekskavator di areal 
Zona Merah atau Zona Prioritas Restorasi Pasca Terbakar 2015 ɀ 2017 PIR/ BRG. 

5. Pada Zona Merah atau Zona Prioritas Restorasi Pasca Terbakar 2015 ɀ 2017 PIR/ BRG di 
Desa Darul Amanɂ jalur koridor utama masuk ke PT SRLɂterdapat tanaman akasia yang 
baru ditanami berusia sekitar 2 tahun. 
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Dokumentasi Lapangan: 
 

 
 

Gambar 14. Akasia PT SRL 
berusia 3 tahun yang berada di 
dalam areal pasca kebakaran 
2015 ɀ 2017. Gambar diambil 
tanggal  3/9/2020 dengan 
koordinat N 010 ΦΧȭ ΧΨȢΦȱ  E 
1010 ΥΩȭ ΥΣȢΤȱȢ 
 

 
 

Gambar 15. Kondisi kanal yang 
brada di areal pasca kebakaran 
2015 -2017 yang baru saja 
dibersihkan. Gambar diambil 
tanggal 1/9/2020 dengan 
koordinat N 010 ΦΦȭ ΧΧȢΨȱ  E 
1010 ΥΦȭ ΧΥȢΩȱȢ 
 
 

 
 

Gambar 16. Kebun sawit 
masyarakat di dalam konsesi 
PT SRL yang berada di areal 
paska kebakaran 2015 -2017. 
Gambar diambil tanggal 
31/8/2020 dengan koorinatnya 
N 010 ΦΧȭ ΤΨȢΩȱ  E 1010 ΥΣȭ ΥΪȢΡȱ 
 

 

Gambar 17. Satu unit eskavator 
PT SRL  sedang beroperasi 
membuka lahan yang berada 
di areal pasca kebakaran 2015 ɀ 
2017. Gambar  diambil tanggal 
3/9/2020 dengan koordinat N 
010 ΦΨȭ ΡΥȢΡȱ  E 1010 ΥΩȭ ΦΪȢΡȱȢ 
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Gambar 18. Kondisi kanal dan 
tanaman akasisa milik PT SRl 
yang berada di areal pasca 
kebakaran 2015 ɀ 2017. Gambar 
diambil tanggal 3/9/2019 
dengan koordinat N 010 ΦΧȭ 
ΧΪȢΧȱ  E 1010 ΥΩȭ ΥΨȢΦȱȢ 
 

 
 
6. PT Arara Abadi 

 

 
 
PT.Arara Abadiɂanak usaha APP Groupɂ memperoleh izin pembangunan hutan pertama kali 
pada 1979, melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 359/Kpts/Um/6/1979 tanggal 8 Juni 
1979 seluas 65.000 ha. Jenis usahanya pada waktu itu masih berupa Hak Pengusahaan Hutan 
Alam (HPH-HA). HPH PT. Arara Abadi bertambah luasnya menjadi 93.500 ha pada tahun 1990, 
sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 560/Kpts-II/1990 tanggal 27 September 
1990. Selanjutnya, jenis usaha PT. Arara Abadi berubah menjadi Hak Pengusahaan Hutan 
Tanaman Industri (HPH-HTI) pada 1991, dengan luas areal 265.000 ha. 
 
Dalam rentang waktu 1991 ɀ 1996, PT. Arara Abadi mengalami beberapa kali perubahan Izin 
Konsesi dan yang terakhir pada 1996 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 
743/Kpts-II/1996 tanggal 25 November 1996 (setelah memperoleh persetujuan studi kelayakan 
berdasarkan SK Ditjen PH No. 3124/IV-PPH/96 tanggal 25 September 1996 dan persetujuan Amdal 
yang diterbitkan oleh Ditjen PHPA/Ketua Komisi Pusat Amdal No. 208/Dj-VI/AMDAL/96 pada tanggal 
26 September 1996) dengan luas areal 299.975 ha. 
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Pada 2013, areal kerja PT. Arara Abadi menjadi 296.292 ha berdasarkan penataan batas dan temu 
gelang disertai diperolehnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 703/Menhut-II/2013 tanggal 
21 Oktober 2013. Saat ini PT. Arara Abadi bekerja atas dasar Surat Keputusan Kementerian 
Kehutanan dan Lingkungan Hidup SK RKU - SK.6024 per tanggal 28 Juni 2019. 
Dari hasil pemantauan, Jikalahari menemukan: 
 

1. PT Arara Abadi melakukan pemanenan kayu menggunakan alat berat ekskavator 
diatas areal bekas terbakar yang masuk dalam Zona Merah atau Zona Prioritas 
Restorasi Pasca Terbakar 2015 ɀ 2017 PIR/ BRG. Selain itu, PT Arara Abadi juga 
melakukan penanaman kembali bibit akasia berumur 3 bulan di areal bekas terbakar. 

2. PT Arara Abadi juga terus berkonflik dengan masyarakat adat Suku Sakai. Areal tanah 
ulayat milik Suku Sakai telah ditanami akasia, bahkan di areal kuburan tua milik Suku 
Sakai. Konflik ini berujung dengan kriminalisasi masyarakat adat, Bongku bin Jelodan 
yang menebang pohon akasia milik PT Arara Abadi untuk menanami areal itu dengan 
ubi manggalo.  

 
Dokumentasi Lapangan: 
 

 
 

Gambar 19. Salah satu makam 
yang berada di tanah ulayat 
Suku Sakai yang berkonflik 
dengan PT Arara Abadi. Foto 
diambil tanggal 2 September 
2020 dengan koordinat N 
ΡΣІΡΨȭΥΨȢΫȱ % ΣΡΣІΤΦȭΥΨȢΡȱ 
 

 
 

Gambar 20. Akasia milik PT 
Arara Abadi di areal pasca 
kebakaran 2015 ɀ 2017. Gambar 
diambil tanggal 3 September 
2020, dengan kordinat N 
00°53'38.3" E 101°32'56.2" 
 
 

 

Gambar 21. Areal bekas panen 
akasia. Ini merupakan lahan 
pasca kebakaran di tahun 2015-
2017. Gambar diambil tanggal 3 
September 2020 dengan  
koordinat N 00°53'02.7" E 
101°33'48.9"  
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Gambar 22. Satu unit alat berat 
sedang mengumpulkan kayu 
yang telah di panen. Kayu ini 
berasal dari  areal pasca 
kebakaran 2015-2017. Gambar 
diambil pada 3 September 
2020 dengan  koordinat N 
00°53'02.7" E 101°33'48.9" 
 

 
 

Gambar 23. Tanaman akasia 
berumur 3 bulan yang ditanam 
di areal pasca kebakaran 2015 ɀ 
2017.gambar diambil tanggal 3 
September 2020 dengan 
kordinat  N 00°47'34.7" E 
101°40'24.7" 
 

 

Gambar 24. Areal bekas 
kebakaran yang ditanami 
akasia oleh PT Arara Abadi. 
Gambar diambil tanggal 3 
September 2020 dengan 
koordinat N 00°48'02.8" E 
101°38'36" 
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7. PT Suntara Gaja Pati (SGP) 
 

 
 
PT. Suntara Gaja Pati merupakan perusahaan swasta yang berafiliasi dengan APP Group bergerak 
dibidang pemanfaatan hasil hutan kayu  pada hutan tanaman. Kegiatan pemanfaatan hutan 
dimulai sejak diberikannya izin  IUPHHK-HT SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan dengan 
nomor SK 71/Kpts-II/2001 pada 15 Maret 2001 seluas 34.792 ha. Berdasarkan administrasi 
pemerintahaan, areal kerja IUPHHK-HT SGP  masuk di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai 
Landscape Senepis.  
 
Dari hasil pemantauan, Jikalahari menemukan: 

1. PT SGP melakukan pembukaan lahan baru dengan menebang hutan dan pembuatan 
kanal baru dengan lebar 4 meter dan kedalaman lebih dari 3,5 meter di areal yang 
masuk dalam Zona Lindung Gambut Berkanal. Melihat kondisi pembukaan lahan, 
areal ini baru dibuka sekitar 3 bulan lalu. 

2. Terdapat tanaman sawit milik masyarakat dalam konsesi PT SGP yang berada dalam 
Zona Merah atau Zona Prioritas Restorasi Pasca Terbakar 2015 ɀ 2017 PIR/ BRG. Areal 
yang seharusnya direhabilitasi dan restorasi pasca terbakar dibiarkan saja oleh PT 
SGP. 

3. PT SGP melakukan penanaman kembali di konsesinya yang masuk dalam Zona Merah 
atau Zona Prioritas Restorasi Pasca Terbakar 2015 ɀ 2017 PIR/ BRG. PT SGP menanam 
akasia yang diperkirakan berumur 3 ɀ 4 tahun. 
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Dokumentasi Lapangan: 
 

 
 

Gambar 25. Terlihat kebun 
kelapa sawit milik masyarakat 
pada aeral bekas kebakaran 
2015-2017. Gambar diambil 
pada tanggal 3  sep 2020 
dengan koordinat N2°1'44.01" 
E 101°16'41.88"  
 

 
 

Gambar 26. Terlihat tanaman 
akasia di areal pasca 
kebakaran 2015-2017. Jika 
dilihat dari ciri-ciri fisik sudah 
berumur sekitar 3 sampai 4 
tahun. Gambar diambil pada 
tangal 5 September 2020 
dengan koordinat   N 
1°59'37.36" E 101°12'15.61"  
 
 

 
 

Gambar 27.Terlihat 
pembukaan lahan baru dan 
pembuatan  kanal baru dilahan 
gambut oleh pihak perusahaan 
sekitar 3 bulan yang lalu. 
berdasarkan peta BRG areal ini 
berada pada prioritas lindung 
Gambut berkanal. Gambar 
diambil pada 1 September 2020 
dengan koordinat   N 
1°59'43.98" E 101°12'31.85"  
 

 
 

Gambar 28.Terlihat kanal yang 
baru dibuat dilahan gambut 
oleh pihak perusahaan sekitar 
3 bulan yang lalu. berdasarkan 
peta BRG areal ini berapa pada 
prioritas lindung Gambut 
berkanal. Gambar diambil pada 
tanggal 1 September 2020 
dengan koordinat   N 
1°59'53.53" E 101°12'47.63"  
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8. PT Ruas Utama Jaya (RUJ)  
 

 
PT Ruas Utama Jayaɂanak usaha dari APRIL Groupɂ merupakan perusahaan swasta yang 
bergerak dibidang pemanfaatan hasil hutan kayu  pada hutan tanaman. Kegiatan pemanfaatan 
hutan dimulai sejak diberikannya izin  IUPHHK-HT SK mentri Kehutanan SK.18/MENHUT-II/2007 
pada tanggal 5 Januari 2007 seluas 44.330 Ha. Areal izin PT RUJ berada di Kota Dumai dan 
Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.   
 
Dari hasil pemantauan lapangan, Jikalahari menemukan: 
 

1. Terdapat tanaman sawit dalam areal Zona Merah atau Zona Prioritas Restorasi Pasca 
Terbakar 2015 ɀ 2017 PIR/ BRG. Areal tersebut sebelumnya terbakar pada 2015 dan 
kembali terbakar pada 2019. Seharusnya PT RUJ melakukan restorasi dan rehabilitasi 
lahan pasca terbakar di areal ini, namun perusahaan membiarkan saja dan kini telah 
ditanami bibit sawit baru. 

2. Terdapat aktivitas pembukaan lahan dengan menggunakan alat berat ekskavator di areal 
gambut di konsesi PT RUJ. Areal yang setelah dioverlay dengan PIR/BRG ini berada dalam 
zona Gambut Budidaya. 

3. PT RUJ juga melakukan pembukaan lahan baru dan membangun kanal dengan lebar 
antara 2 ɀ 5 meter serta kedalaman sekitar 3,5 meter. 
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Dokumentasi Lapangan: 
 

 
 

Gambar 29.Terlihat kelapa sawit 
yang baru di tanam, areal ini 
merupakan areal pasca kebakaran 
2015-2017 dan kemudian terbakar 
kembali pada tahun 2019, 
berdasarkan peta yang digunakan 
tim saat kelapangan, harusnya areal 
ini menjadi prioritas restorasi bekas 
kebakaran tahun 2015 - 2017. 
Gambar diambil pada 8 September 
2020 dengan koordinat N 1°49'9.78" 
E 101°4'58.33"  
 

 
 

Gambar 30. Terlihat sisa daun ɀ
daun yang masih segar dari 
kegiatan bukaan lahan baru juga 
terlihat kanal ukuran 2 meter yang 
dari ciri-ciri fisik baru saja selesai 
dibuat di lahan gambut konsesi PT 
RUJ . Gambar diambil pada tanggal 
4 September 2020 dengan 
koordinat N 1°50'47.25" E 
101°16'45.74"  
 
 

 
 

Gambar 31. Terlihat 1 unit excavator 
bewarna hitam oren sedang berada 
di tepi hutan pada areal izin PT RUJ 
. Gambar diambil pada tanggal 4 
September 2020 dengan koordinat 
N 1°51'43.65" E 101°16'24.38"  
 

 
 

Gambar 32. Terlihat bukaan lahan 
baru di konsesi PT RUJ, juga terlihat 
kanal yang baru dibuat dilahan 
gambut . Gambar diambil pada 
tanggal 16 September 2020 dengan 
koordinat N 1°51'21.83" E 
101°16'28.46" 
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9. PT Rimba Peranap Indah (RPI) 
 

 
 
PT Rimba Pranap Indah (RPI) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang tanaman industri 
kehutanan. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) 
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 598/ kpts-II/ 1996 

tanggal 16 September 1996 seluas ° 11.620 Ha. Kemudian diperbarui dengan Surat Keputusan 
Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor 1616/kpts-II/2001 tanggal 31 Oktober 2001 menjadi 

seluas ° 14.434 Ha, terletak di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu. 
 
PT. RPI berada di Desa Bukit Selanjut, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi 
Riau. Sedangkan Desa Lubuk Batu Tinggal merupakan desa induk atau desa tua yang ada di 
Kecamatan Lubuk Batu Jaya. Kecamatan Lubuk Batu Jaya terdiri dari 9 (sembilan) desa, yaitu  
Desa Lubuk Batu Tinggal, Desa Sungai Beberas Hilir, Desa Tasik Juang, Kulim Jaya,Desa Pontian 
Mekar,Desa Sungai Beras ɀ Beras,Desa Rimpian,Desa Pondok Gelugur dan Desa Air Putih Di 
Kecamatan Lubuk Batu Jaya. 
 
Konflik lahan antara PT RPI dan masyarakat Desa Lubuk Batu Tinggal dan desa lainnya di 
Kecamatan Lubuk Batu Jaya dimulai pada 1996, sejak Menteri Kehutanan mengeluarkan Izin 
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) untuk PT. Rimba 

Peranap Indah seluas ° 11.620 Hektar sesuai keputusan menteri kehutanan nomor 598/ Kpts-II/ 
1996. Saat itu, izin PT Rimba Peranap Indah  hanya berada di Kecamatan Kelayang dan di 
Kecamatan Peranap.  
 
Dari hasil pemantauan lapangan, Jikalahari menemukan tumpang tindihnya areal konsesi PT RPI 
dengan pemukiman masyarakat sebabkan konflik horizontal. Beberapa tanaman sawit milik 
masyarakat diberi racun oleh PT RPI, bahkan akses jalan masyarakat juga ditutup oleh PT RPI 
untuk menjaga agar masyarakat tidak menanam atau melakukan aktivitas di konsesi PT RPI. 
Jikalahari juga menemukan, kebun jeruk milik masyarakat seluas 8 ha masuk dalam konsesi 
perusahaan ini. 
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Dokumentasi Lapangan: 
 

 
 

Gambar 33. Kondisi perkampungan 
Desa Bagan Mentimun yang berada 
di dalam Kawasan konsesi HTI PT 
RPI. Gambar diambil pada tanggal 5 
September 2020 dengan koordinat 

S  00̄ΤΤȢΩΩΥȭ %  ΣΡΤΡ̄ΣȢΨΩΪȭ 
  
 

 
 

Gambar 34. Kebun sawit 
masyarakat yang sudah di semprot 
dengan racun oleh PT RPI. Gambar 
diambil pada tanggal 6 September 
2020 dengan koordinat Location : S  

00 Τ̄ΦȢΣΥΧȭ  %  ΣΡΤΡ̄ΤȢΤΩΣȭ 
 
 

 
 

Gambar 35. Racun yang digunakan 
PT RPI untuk mematikan kebun 
kelapa sawit masyarakat. Gambar 
diambil pada tanggal 6 September 
2020 dengan koordinat S  

00 Τ̄ΦȢΣΥΧȭ  %  ΣΡΤΡ̄ΤȢΤΩΣȭ 
 

 
 

Gambar 36. Kebun jeruk milik 
masyarakat yang berada di dalam 

konsesi PT RPI seluas ° 8 Ha. 
Gambar diambil pada tanggal 5 
September 2020 dengan koordinat 

S  00̄ΤΡȢΦΡΧȭ  %  ΣΡΤΡ̄ΡȢΦΧΧȭ 
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Gambar 37. Jalan masyarakat yang 
ditutup oleh PT RPI. Gambar 
diambil pada tanggal 6 September 
2020 dengan koordinat S  

00 Τ̄ΦȢΤΤΤȭ  %  ΣΡΤΡ̄ΤȢΦΥΡȭ 
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WALHI Riau 
 
BERDASARKAN PASAL 9 AYAT (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 dan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MenLHK/ Setjen/Kum.1/2/ 2017 tentang Tata Cara Inventarisasi 
dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah 
mengeluarkan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional. Hal ini sebagaimana tertuang pada 
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor 
SK.130/Menlhk/Setjen/Pkl.0/2/2017, tanggal 28 Februari 2018. 
 
Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional tersebut terdiri dari fungsi lindung dan fungsi budidaya. 
Sesuai dengan Keputusan Nomor SK.130/Menlhk/Setjen/Pkl.0/2/2017, luas fungsi lindung seluas 
12.398.482 dan fungsi budidaya seluas 12.269.321, dengan perincian per pulau sebagai berikut: 
Pulau Sumatera, fungsi lindung seluas 4.985.913 hektar dan fungsi budidaya seluas 4.618.616. 
 
Sebelummya Badan Restorasi Gambut (BRG) telah mengeluarkan Peta Indikatif Restorasi Gambut 
pada 14 September 2016  dan telah diperbarui Peta Indikatif Restorasi Gambut versi 2, dimana 
membagi target restorasi gambut dalam 3 bagian yaitu, Kawasan Lindung, Kawasan Budidaya 
berizin dan Kawasan Budidaya tidak berizin. Dalam peta tersebut juga membagi areal prioritas 
restorasi menjadi 4 bagian antara lain, prioritas restorasi pasca kebakaran 2015, prioritas restorasi 
kubah gambut berkanal (zona lindung), prioritas restorasi kubah gambut tidak berkanal (zona 
lindung) dan prioritas restorasi gambut berkanal (zona budidaya) 
 
Lebih kurang 20 tahun terakhir, kondisi hutan dan lahan gambut di Riau terus mengalami 
kerusakan akibat deforestasi dan degradasi. Baik itu disebabkan oleh terjadinya alih fungsi 
gambut, subsidensi, abrasi dan intrusi air laut serta kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). 
Kawasan bergambut Provinsi Riau terdapat di 11 Kabupaten dan kota dengan luas 4.044 juta 
Hektar. Luasan ini setara dengan 56,1 persen luas gambut di Pulau Sumatera dengan kondisi baik, 
kritis, sampai sangat kritis. 
 
Namun pada tahun 2012 tersisa 2.005 juta Hektar, dimana sepanjang tahun 2012-2013 terdapat 
252.172 Hektar penghancuran hutan alam oleh bisnis sektor berbasis lahan. Jika dibanding tahun 
sebelumnya, kerusakan sebesar 188 juta Hektar. Tahun 2013 hutan dan lahan di Riau tersisa 1,7 
juta Hektar atau tinggal 19 persen dari luas dataran Riau. 73,5 persen kehancuran itu terjadi pada 
hutan alam gambut yang seharusnya dilindungi. Desforestasi masih terjadi di areal konsesi 
perusahaan maka perlu dilakukan identifikasi dan pemantauan langsung di konsesi perusahaan-
perusahaan yang memiliki izin di lahan gambut. 
 
Untuk melihat kondisi terkini dari aktivitas industri HTI di Riau, WLAHI Riau melakukan 
pemantauan langsung di lapangan sepanjang Agustus 2020. Dari hasil pemantauan ditemukan 
perusahaan masih melakukan aktivitas yang mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan. 
Selain itu perusahaan juga tidak merealisasikan upaya restorasi gambut di areal konsesinya yang 
sudah dimandatkan oleh peraturan. 
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1. PT Sekato Pratama Makmur (SPM) dan PT Bukit Batu Hutani Alam (BBHA) 

 

PT Sekato Pratama Makmur (SPM) merupakan perusahaan industry HTI yang berafiliasi 
dengan APP Group. Lokasi unit manajemen perusahaan ini berada di Jalan DumaiɀSei Pakning 
RT 03 RW 03, Desa Sukajadi, Kec. Bukit Batu. Lokasi Unit ManajemenKecamatan Bukit Batu, 
Kabupaten Bengkalis, Prov. Riau 
 
Perjanjian areal kerja PT SPM diawali dengan permohonan PT.Mapala Rabda No. 01/MPR/99 
tanggal 6 Maret 1999 perihal permohonan pencadangan areal IUPHHK pada hutan tanaman 
dan surat Kantor Wilayah Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Riau No.7108/Kwl-4/1999 
tanggal 25 Maret 1999 perihal sarat/pertimbangan teknis pencadangan hutan tamanan pola 
kemitraan dalam rangka pemberdayaan usaha kecil menengah atau koperasi seluas 46.230 
Ha.  Serta Surat Gubernur Provinsi Riau No.522/EK/1174 tanggal 18 Mei 1999 perihal 
rekomendasi areal hutan tanaman pola kemitraan dalam rangka pemberdayaan usaha kecil 
menengah atau koperasi seluas 46.230 Ha.  
 
PT. SPM merupakan perusahaan patungan antara PT. Mapala Rabda dengan koperasi Tani 
Hutan Tuah Sekato, didirikan di Pekanbaru dihadapan notaris Darmansyah,SH, dengan akta 
No.33 tanggal 22 Maret 2002 tentang pendirian perusahaan perseroan terbatas PT. Sekato 
Pratama Makmur.  
 
Pada tahun 2003 PT SPM mendapatkan SK defenitif dari Menteri Kehutanan No. 473/Kpts-
II/2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu 
(IUPHHK) pada Hutan Tanaman kepada PT SPM atas areal hutan seluas ±44.735 Ha di 
Manajemen Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis,Provinsi Riau.   
 
PT. Bukit Batu Hutani Alam saat ini berada pada areal konsesi sesuai dengan SK definitif yaitu 
SK Menteri Kehutanan No. 365/Kpts-II/2003 tanggal 30 Oktober 2003. Sesuai dengan isi SK 
tersebut, areal PT. BBHA termasuk dalam kelompok hutan Sungai Bukit seluas 33.605 ha.  
 
PT BBHA merupakan perusahaan patungan antara PT. Mapala Rabda dengan Koperasi Tani 
Hutan Usaha Baru, didirikan di Pekanbaru di hadapan Notaris Darmansyah,SH, dengan Akta 
No. 34 tanggal 22 Maret 2002, tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Bukit 
Batu Hutani Alam. Kondisi lapangan seluruh areal kerja PT. BBHA pada Blok Makmur hampir 
seluruh areal kerja merupakan lahan gambut (rawa) seluas 33.375 ha (99.31 %) dan hanya 
sebagian kecil saja merupakan lahan kering (darat) seluas 230 ha.  

 
PT SPM dan PT BBHA, sebagai perusahaan hutan tanaman yang memasok bahan baku kayu 
pada industri pulp dan kertas ke APP, berkomitmen menghasilkan dan menyediakan bahan 
baku kayu secara berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). 
Dalam kebijakan konservasi APP PT SPM  berkomitmen memperhatikan ekosistem gambut 
termasuk penerapan pengelolaan tata air yang tepat. 
 
Areal konsesi PT SPM dan PT BBHA seluruhnya berada didalam areal gambut dalam dengan 
kedalaman 2 ɀ 4 meter  dan masuk ke dalam fungsi gambut lindung. Sehingga berdasarkan 
Permen LHK Nomor 130 tahun 2017 tentang perlindungan gambut, gambut dengan fungsi 
lindung kedalam > 4 meter tidak boleh di kelola dan jika sudah ada tanaman hanya boleh 
sekali panen dan dikembalikan fungsinya kembali dengan suksesi alami tanaman asli untuk 
wilayah gambut. 
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PT SPM dan PT BBHA juga tercatat dari tahun  2015 - 2020 hampir setiap tahunnya areal 
konsesi yang merupakan hutan rawa primer  ini terbakar di titik lokasi yang sama dan 
berulang yang berada di areal gambut dalam dengan kedalaman > 4 meter dan masih 
melakukan aktivitas penanaman di areal bekas terbakar. berdasarkan Permen LHK No 77 
tahun 2015 pasal 8 Pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dilarang melakukan 
kegiatan pemanfaatan hutan di areal kerja yang terbakar. 
 
Dari hasil pemantauan di lapangan PT SPM masih melakukan aktifitas penanaman dan 
pemanenan di areal gambut dalam dengan kedalaman gambut > 4 meter dan melakukan 
aktifitas di areal prioritas restorasi kebakaran, serta masih membuka kanal untuk jalur panen 
akasia menggunakan kapal pada areal gambut lindung dengan kedalam >400 cm.  
 
PT SPM dan PT BBHA memiliki nursery persemaian bibit akasia bersama yang terletak di areal 
izin PT BBHA.  Disekitar lokasi konsesi PT SPM dan PT BBHA tidak ditemukan informasi 
ataupun papan peringatan bahaya kebakaran yang seharusnya menjadi kewajiban pemilik 
konsesi. Konsesi yang berada dekat dengan cagar biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu tidak 
menempatkan rambu informasi kalau wilayah ini merupakan perlintasan satwa mengingat 
lokasi ini merupakan wilayah jelajah gajah dan harimau sumatera sebagiamana kewajiban 
informasi HCV.  
 
Di lokasi Hutan Produksi, sekitar 45 meter dari batas konsesi PT. Seraya Sumber Lestari yang 
tergabung di dalam APRIL Group, terdapat Harimau Sumatera mati terjerat pada 2 
September 2020. Sebelumnya pada tanggal 18 Mei 2020 seekor harimau sumatera berusia 1,5 
tahun ditemukan mati terjerat di lahan perusahaan Arara Abadi di desa Minas Barat, 
kecamatan Minas, Kabupaten Siak.   
 

 
Peta titik koordinat lokasi sumatera yang mati terjerat di hutan produksi yang hanya 

berjarak sekitar 45 meter dari batas konsesi PT. Seraya Sumber Lestari. 
Foto Sumber BKSDA Prov. Riau 
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Konservasi satwa liar seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaan untuk tetap menjaga 
habitat asli satwa liar dengan menjaga HVC dan HCS wilayah konsesi perusahaan, dengan 
ditemukannya satwa harimau yang mati terjerat ini membuktikan bahwa areal konservasi 
satwa liar yang seharusnya di jaga oleh pihak konsesi tidak berjalan dan masih terjadi ekspansi 
lahan oleh perusahaan sehingga membuat satwa liar kehilangan habitatnya sehingga satwa 
liar tersebut mencari wilayah baru untuk mencari makan, wilayah ini juga termasuk kedalam 
wilayah Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil. 

 
Dokumentasi Lapangan: 
 

 
 

Foto 1. Hariamau yang mati terjerat 
di lokasi hutan produksi sekitar 45 
meter dari batas konsesi PT. Seraya 
Sumber Lestari. 
 

 
 

Foto 3. Aktivitas pemanenan kayu 
Akasia di areal dengan kedalam 
gambut  >400Cm di konsesi  
PT.SPM .  Pada titik koordinat N 
ΣІΤΫȭΦΧȢΫΡȱ % ΣΡΣІΥΫȭΤΩȢΡΧȱ  Foto 
diambil oleh tim Walhi Riau 
 
 
 

 
 

 
Foto 4. Kanal baru PT. SPM yang 
digunakan untuk mengeluarkan 
kayu Akasia kejalan base untuk 
diangkut menggunakan mobil 
berada di areal dengan kedalaman 
gambut >400cm. 
0ÁÄÁ ÔÉÔÉË ËÏÏÒÄÉÎÁÔ . ΣІΤΫȭΦΨȢΤΣȱ % 
ΣΡΣІΥΫȭΣΫȢΡΧȱ 
Foto diambil oleh timWalhi Riau 
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Foto 5. Lokasi penanaman baru 
yang tertulis di plangnya masuk 
blok RKT 2020 yang berada di areal 
prioritas restorasi gambut lindung 
berkanal dengan kedalaman 
gambut >400 cm. 
0ÁÄÁ ÔÉÔÉË ËÏÏÒÄÉÎÁÔ . ΣІΤΫȭΣΦȢΡΥȱ % 
ΣΡΣІΦΩȭΧΪȢΧΡȱ 
Foto diambil oleh tim Walhi Riau 
 

 

Foto 6. Lokasi pembibitan akasia 
PT. Bukit Batu Hutani Alam menurut 
informasi dari informent PT. Sekato 
Pratama Makmur mengambil bibit 
akasia dari pembibitan PT. BBHA 
yang berada di areal  prioritas 
restorasi gambut lindung berkanal 
dengan kedalaman gambut >400 
cm 
0ÁÄÁ ÔÉÔÉË ËÏÏÒÄÉÎÁÔ . ΣІΤΫȭΣΦȢΩΪȱ % 
ΣΡΣІΧΡȭΣΧȢΧΥȱ Foto diambil oleh 
timWalhi Riau 

  

 
 

Foto 7. Pelabuhan bersama untuk 
mengangkut kayu akasia dengan 
menggunakan kapal ponton 
kepabrik PT. ARARA ABADI  milik 
APP group 
0ÁÄÁ ÔÉÔÉË ËÏÏÒÄÉÎÁÔ . ΣІΤΩȭΣΥȢΪΤȱ % 
ΣΡΣІΧΪȭΣΣȢΣΤȱ 
Foto diambil oleh tim Walhi Riau. 
 

 

Foto 8. Areal yang baru ditanam 
akasia oleh  PT. BBHA  berada di 
areal dengan kedalaman gambut 
>400cm 
 0ÁÄÁÔÉÔÉËËÏÏÒÄÉÎÁÔ . ΣІΤΫȭΦΨȢΥΫȱ % ΣΡΣІΦΦȭΧΡȢΣΪȱ 
 FotodiambilolehtimWalhi Riau. 
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Foto 9. Areal lokasi yang sudah di 
panen dan disiapkan untuk 
dilakukan penanam kembali di areal  
yang sama, lokasi ini berada di 
dalam gambut dengan dalaman 
gambut >400cm. 
0ÁÄÁ 4ÉÔÉË +ÏÏÒÄÉÎÁÔ . ΣІΤΫȭΦΨȢΧΣȱ % 
ΣΡΣІΥΫȭΫȢΤΪȱ 
Foto diambil oleh timWalhi Riau. 
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